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KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian selama bebrapa bula ini. Penulis dapat
memberikan kesimpulan sebgai berikut, dengan dimasukkannya upaya pemberian
amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM yang dianggap bekerja sama penuh
dalam mengungkapkan kebenaran telah memunculkan sikap pro kontra terhadap
kinerja dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Banyak pendapat dari
berbagai elemen masyarakat yang member label scbagai sebuah lembaga impunitas,
yang memungkinkan pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada masa
lalu lepas dari jerat hukum.

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan untuk diberikannya amncsti
kepada para pelaku pelanggaran HAM, seperti praktik yang terjadi di Afrika
Sclatan. Namun banyak mekanisme dan persyaratan vang sesuai dengan konstruksi
hukum, baik nasional maupun internasional. yang harus dipenuhi scbelum
dijalankannya praktik amnes'ti- terhadapa pelaku-pelaku pelanggaran HAM ini.
Apabila memang praktik amnesti yang dipilih. maka harus dilihat scberapa jauh
kesesuaiannya dengan hukum internasional. Walaupun hukum HAM internasional
secara tegas telah membebankan kewajiban kepada Negara melakukan pengusutan
dan penghukuman terhadap pelanggar berat HAM. yang bukm’l saja tercantum
dalam perjanjian-perjanjian multilateral HAM. namun juga berasal dari hukum
kebiasaan internasional, namun pemberlakuan kewajiban internasional tidak bisa
dijalankan secara kaku seperti itu.

Meskipun demikian dapat dikatakan jika KKP sebagai resolusi konflik dalam
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Karena dengan berbagai bukti dan upaya-upaya yang dilakukan komisi ini mampu
mengungkap faktaDengan hasil dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Indonesia dan Timor Leste Yyang tidak meletakan tanggung jawab pidana pada
individu maka Pemerintah Indonesia telah melakukan impunity dalam
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur, dan mengabaikan
hak untuk mendabatkan remedy dari korban pelanggaran hak asasi manusia, dan
beberapa ketentuan dalam hukum internasional berikut ini dapat menjelaskan
bahwa seharusnya Pemerintah Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab pidana
individu dari pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur.-fakta
yang ada jika memang benar banyak aktor yang terlibat didalamnya. Hak untuk
mendapatkan remedi atas pelanggaran hak asasi manusia merupakan cerminan
dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor leste
yang diprakarsai oleh pemerintah kedua negara yaitu Indonesia dan Timor leste,
dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur sccar
mendasar dan menyeluruh untuk mendapatkan penyelesaiaan menyeluruh dan
untuk mendapatkan kebenaran yang fundamental mengenai apa yang terjadi di
Timor-Timur Pasca jejak pendapat tahun 1999.

Quka atau tidak suka dengan per memoar ad spem negara telah meletakan
landasan impunity dalam proses bernegara dan hal tersebut bukan merupakan
sesuatu yang lazim dalam hukum internasional. Per memoar ad spem tentunnya
menimbulkan ketidakpuasan pada korban.tetapi pada para pelaku yang scharusnya

bertanggung jawab tentunya akan merasa  sangat setuju dengan proscs



memasukan tanggung jawab pidana pada individu sebagai rekomendasi yang

harus dilakukan negara.

Akan tetapi selama menjalankan tugas-tugas tersebut KKP dituntut untuk

bekerja berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:
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KKP akan memperhatikan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem
perundangan kedua negara, terutama berkenaan dengan rekonsiliasi.

KKP memperhatikan kompleksitas dan dari situasi masa transisi tahun 1999,
Sebagai institusi yang menggunakan pendekatan rekonsiliatif dan berorientasi
ke depan, proses KKP tidak akan mengarah pada penuntutan dan akan
menekankan tanggung jawab kelembagaan.

KKP meningkatkan rckonsiliasi dan persahabatan antar-pemerintah dan
antar-masyarakat kedva ncgara. schagai bagian dari penyembuhan luka-luka
masa lalu.

KKP tidak apriori terhadap proses pengadilan yang scdang berlangsung
mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di Timer Leste
tahun 1999, dan tidak akan merckomendasikan pembentukan  badan
pengadilan apapun.

Per Memoar ad Spem telah diterima olch kedua negara, yaitu Timor Leste dan

Indonesia. Dengan demikian persoalan Timor leste secara kenegaraan sudah

selesai dan kedua negara akan memulai langkah baru dengan melupakan masa lalu

yang bisa dibaca sebagai lupakan masa lalu yang juga bisa diartikan bahwa tidak

ada apa-apa dengan masa lalu, bagaimana dengan tanggung jawab hukumnya baik

hukum pidananya, ataupun hukum pidana internasional yang berkaitan dengan
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KKP dianggap sudah cukup berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai komisi
yang bertugas untuk menangani kasus ini. KKP dianggap mampu menjalankan

tugasnya dengan baik dan dapat mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dengan
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